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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. 

Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam amanat UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun 

Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta 

konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai salah satu penyedia layanan 

publik di Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya melayani di bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak 

pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. 

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah 

dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data 

dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas 

data yang akurat dan komprehensif. 



2  

Perkembangan teknologi informasi dalam satu decade terakhir ini mendorong 

keterbukaan informasi publik yang cepat, mudah, adaptif, responsif dan efektif menyajikan 

informasi langsung kepada pengguna layanan. Untuk merespon hal tersebut, Survey 

Kepuasan Masyakarat di BKPSDM Kota Yogyakarta Tahun 2024 periode -2 telah 

dilaksanakan dengan menggunkan survey yang efisien dan efektif melalui E-SKM di anjungan 

front office BKPSDM Kota Yogyakarta. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dari Rencana Tindak Lanjut 

pelaksanaan SKM periode-1  dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk 

terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera 

dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas 

hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

 
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan 

kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta. 

 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat khususnya ASN sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 
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4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain: 

 
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Masyarakat dapat mengetahui kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 
2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta dengan membentuk tim 

pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota 

Yogyakarta adalah tim Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024. 

Adapun struktur tim dimaksud sebagaimana bagan berikut. 
 

 
 
 
 
 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner pertanyaan lewat e-SKM yang disebarkan 

kepada pengguna layanan untuk mengisi melalui e-SKM lewat media komputer anjungan 

yang kami pasang di Front Office BKPSDM Kota Yogyakarta. Kuesioner terdiri atas 10 

pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ada 

sembilan syarat unsur untuk memenuhi ketentuan yang ditanyakan dalam kuesioner SKM 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta 

yaitu : 
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1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Dengan merujuk pada Peraturan MenPANRB dimaksud, dan pada Peraturan Walikota 

Yogyakarta terkait pengukuran survei kepuasan masyarakat, telah ditetapkan unsur-unsur 

pelayanan sesuai dengan cakupan lingkungan pelayanan, apakah eksternal atau internal. 

Untuk BKPSDM Kota Yogyakarta sendiri, dikarenakan tugas fungsi instansi adalah pelayanan 

kepegawaian terhadap pegawai lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga aturan 

pelaksanaan survei beserta unsur-unsurnya disesuaikan dengan aturan layanan internal, 

dimana unsur-unsur layanan yang diukur adalah sebagai berikut : 



6  

1. Kemudahan Prosedur Pelayanan 

2. Kecepatan pelayanan 

3. Kemampuan pegawai 

4. Kesopanan dan keramahan pegawai 

5. Kedisiplinan pegawai 

6. Kejelasan dan kepastian pegawai 

7. Keadilan mendapatkan pelayanan 

8. Kondisi kebersihan 

9. Ketersedian sarana dan prasarana 

10. Kemudahan Aplikasi 
 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi pelayanan pada waktu jam 

layanan sedang sibuk di BKPSDM Kota Yogyakarta. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan 

sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui aplikasi E-SKM di anjungan 

komputer yang telah disediakan oleh BKPSDM Kota Yogyakarta. Dengan cara ini penerima 

layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang 

bersangkutan. 

 
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu setiap 

6 bulan (semesteran) atau Setahun 2 (dua) kali. Penyusunan laporan Pelaksanaan Survey 

Kepuasan Masyarakat periode-2 memerlukan waktu 6 bulan setelah survey periode ke-1 

dilaksanakan, dengan rincian sebagaiberikut : 

 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Jumlah Hari Kerja 

1. Persiapan 1-5 Juli 2024 5 

2. Pengumpulan Data Januari- Desember 2024 143 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil 16-20 Desember 2024 5 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil 23 -31 Desember 2024 7 



7  

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta berdasarkan periode 

survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka 

populasi penerima layanan pada BKPSDM Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun 

dari data Simpeg jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Per Januari 2024 sebanyak 

5.566 dan Per Desember 2024 sebanyak 5.533 pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 4.681 

pegawai dan P3K sebanyak 852 pegawai. Selanjutnya responden yang mengisi e-SKM dipilih 

dan dijadikan sampel. Jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam 

satu periode SKM adalah 326 orang bila sesuai table Penentuan Jumlah Sampel Pengukuran 

SKM. 

Sesuai Lampiran III peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta, jumah 

sampel pengukuran SKM telah ditentukan berdasarkan pertimbangan jumlah populasi 

tertentu dengan taraf kesalahan/ standard error 1%, 5%, dan 10%, sebagaimana tabel berikut 

dengan populasi antara 2.800 s.d. 10.000 orang. 

Tabel 2.5.1. Penentuan Jumlah Sampel Pengukuran SKM 
 

  s  

N 
1% 5% 

 
 

10% 

2.800 537 310 247 

3.000 543 312 248 

3.500 558 317 251 

4.000 569 320 254 

4.500 578 323 255 

5.000 586 326 257 
    

6.000 598 329 259 

7.000 606 332 261 

8.000 613 334 263 

9.000 618 335 263 

10.000 622 336 263 

*Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta No. 63 Tahun 2017 
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Adapun Tabel Krejcie dan Morgan untuk Penentuan Jumlah Sampel Responden yang digunakan sebagai 

acuan secara nasional sebagai berikut. 

 

Tabel 2.5.2 
Tabel Krejcie dan Morgan untuk Penentuan Jumlah Sampel Responden 

 

 

Dari tabel diatas dan melihat populasi jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 

2024 per Januari 2024 berjumlah 5.566 pegawai, dan per Desember 2024 berjumlah 5.533 

pegawai, maka dapat ditarik N bila dengan 5.000 yaitu 357 dan bila dengan N 6.000 yaitu 361, 

sehingga N yang digunakan yaitu N 5.000, dari hasil penarikan data per 12 Desember 2024 

jumlah sampel responden sebanyak 386 responden, dengan demikian sudah memenuhi 

ketentuan jumlah sampel yang ditentukan dari Krejcie dan Morgan penentuan jumlah sampel 

responden . 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 
1.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari bulan Januari – Desember  2024 melalui data 

anjungan di front office BKPSDM, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 

386  orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 JENIS KELAMIN LAKI 176 46 % 

  PEREMPUAN 210 54 % 

     

2 PENDIDIKAN SD 26 6 % 

  SLTP (SMP) 4 1 % 

  SLTA (SMA/SMK) 36 9 % 

  D 1, D3, D4 58 16 % 

  SI 247 64 % 

  S2 15 4 % 

     

3 PEKERJAAN ASN (PNS,TNI, POLRI dan P3K) 218 56 % 

  PEGAWAI SWASTA 20 5 % 

  WIRAUSAHA (WIRASWASTA) 2 1 % 

  PELAJAR/MHS 92 24 % 

  LAINNYA 54 14 % 

     

 
4 

JENIS LAYANAN 

BIDANG 
 

LAYANAN BID. PKSDM 
47  

12  % 
  LAYANAN BID. AK 51 13 % 

  LAYANAN BID. MK3 25 12% 

  LAYANAN BID. PP 15  3 % 

  LAYANAN SEKRETARIAT 233 60 % 

  TIDAK MEMILIH LAYANAN 15  
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1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan). 

 
Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 

Pengolahan data masing-masing metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan 

sebagai berikut: 

Pengukuran Skala Likert 

 Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. 

     Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat 

terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 

penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan 

    dengan rumus, sebagai berikut: 

      Jumlah bobot         1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =   _________________ =  ____   = N 

      Jumlah Unsur         X 
 

X = jumlah unsur yang disurvei 

N = bobot nilai per unsur 

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur: 

                                                                   Jumlah bobot         1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang = ________________= ________=  0,1 

   Jumlah Unsur        10 
 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan 

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

 

 Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 
SKM = _______________________________________________________x   Nilai Penimbang 
                              Total Unsur yang terisi 
 
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 

25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan 

nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 

 

SKM Unit pelayanan x 25 
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Tingkat kepuasan layanan tersebut dalam bentuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) yang telah dikonversikan dan nilai tersebut disesuaikan dengan urutan kategori 

kinerja mutu pelayanan yaitu tidak baik, kurang baik, baik dan sangat baik sebagaimana tabel 

berikut. 

          Tabel 1.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai Persepsi Nilai Interval 
(NI) 

Nilai Interval 
Konversi (NIK) 

Mutu Pelayanan Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik 

 

Pengolahan data SKM yang ditarik dari data E-SKM di anjungan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Indeks setiap unsur pelayanan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap 

unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai 

indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari 

setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1 (untuk 10 unsur). 

Adapun nilai unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh setiap unsur pelayanan 

pada BKPSDM Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tabel berikut: 

No Unsur SKM Nilai Unsur 
SKM 

1. Prosedur 3,842 

2.   Kecepatan Waktu Pelayanan 3,842 

3. Kemampuan Pegawai  3,858 

4. Kesopanan  dan Keramahan Pegawai 3,883 

5. Kedisiplinan Pegawai 3,852 

6. Kejelasan dan Kepastian Layanan 3,865 

7. Keadilan mendapatkan pelayanan 3,889 

8. Kebersihan sarana dan prasarana 3,889 

9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 3,883 

10. Kemudahan Aplikasi 3,889 
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Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara 

sebagai berikut: 

(3,842 x 0,1) + (3,842 x 0,1) + (3,858 x 0,1) + (3,883 x 0,1) + (3,852 x 0,1) +  

(3,865 x 0,1) + (3,889 x 0,1) + (3,899 x 0,1)+ (3,883 x 0,1)+ (3,889 x 0,1) = 

Nilai Indeks (X) adalah 3,870 

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya

 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar 

= 3.870 x 25 

= 96,65 

b) Mutu pelayanan = A 

c) Kinerja unit pelayanan = Sangat Baik 

 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

IKM per 

unsur 

 
𝟑, 84 

 
𝟑, 84 

 
𝟑, 86 𝟑,88 

 
𝟑, 85 𝟑,86 

 
𝟑, 88 

 
𝟑, 89 𝟑,88 

 
𝟑, 88 

Kategori A A A A A A A A A A 

IKM Unit 

Layanan 

96,66 ( A Sangat Baik) 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

 
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa : 
 

No Unsur SKM Nilai Unsur SKM 
Periode 1 2024 

Nilai Unsur SKM 
Periode 2 2024 

1. Prosedur 3,22 3,84 

2.   Kecepatan Waktu Pelayanan 3,16 3,84 

3. Kemampuan Pegawai  3,29 3,85 

4. Kesopanan  dan Keramahan Pegawai 3,27 3,88 

5. Kedisiplinan Pegawai 3,21 3,85 

6. Kejelasan dan Kepastian Layanan 3,24 3,86 

7. Keadilan mendapatkan pelayanan 3,21 3,88 

8. Kebersihan sarana dan prasarana 3,24 3,90 

9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 3,24 3,88 

10. Kemudahan Aplikasi 3,20 3,88 

 TOTAL Nilai IKM 88,76 96,65 

 

 

 

1. Ada 2 (dua) unsur layanan dengan nilai terendah namun masih dalam kategori 

nilai sangat baik, yaitu unsur N1 Prosedur mendapatkan nilai unsur SKM 3, 84 namun 

berhasil meningkat nilainya dari periode pertama sebesar 3,22 dengan nilai 

pertambahan 0, 62 . Selanjutnya unsur N2 Kecepatan Waktu Pelayanan yang 

mendapatkan nilai unsur SKM  juga 3, 84 dengan peningkatan sebesar 0, 68 dari 

semester sebelumnya dengan nilai IKM 3,16. Sedangkan unsur Kedisiplinan da 

Keadilan yang periode sebelumnya masuk dalam kategor terendah berhasil 

dinaikkan menjadi 3,85 dan 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa rencana tindak lanjut 

yang sudah diterapkan di Periode pertama menunjukkan keberhasilan yang cukup 

signifikan yang ditunjukkan dari hasil survey periode ke-2. Kendati demikian dua 

unsur terendah di periode ke-2 perlu dievaluasi dengan rencana tindak lanjut di 

tahun 2025 dengan harapan menjadi lebih baik  di hasil Survey SKM 2025 periode-1. 
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2. Sedangkan 5 (lima) unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur Kesopanan,   

Keadilan,  Kebersihan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana, juga Kemudahan 

Aplikasi akan terus dipertahankan bila perlu ditingkatkan untuk memberikan 

pelayanan yang ultimate kepada masyarakat. 

 

Untuk 2 (dua) unsur terendah yang akan ditindaklanjuti dapat diuraikan berdasarkan hasil 

detail dari analisa data pengisian survey  

a. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang Kemudahan Prosedur pelayanan di 

BKPSDM Kota Yogyakarta : 

- 1 (Tidak mudah) : 0 % 

- 2 (Kurang mudah) : 0 % 

- 3 (mudah) : 16 % 

- 4 (Sangat mudah) : 84 % 

b.  Bagaimana   Pendapat Saudara tentang jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan: 

- 1 (Tidak cepat) : 0 % 

- 2 (Kurang Cepat) : 0 % 

- 3 (Cepat) : 16 % 

- 4 (Sangat Cepat) : 84 % 

 

Sehingga meskipun Prosedur dan Waktu Pelayanan petugas nilainya paling rendah tidak dapat 

diartikan bahwa perilaku petugas tidak cepat dan prosedur sulit dipahami, dikarenakan rata-rata 

penilaian responden dari penilaian 1, 2, 3 dan 4 yang menjawab sangat mudah sebanyak 84 %, 

masih masuk kategori baik, dan yang menjawab sangat cepat juga 84 % atau masih kategori baik. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik yang masuk melalui pantauan E-SKM semua 

responden NULL atau tidak memberi saran atau komentar, karakteristik responden bila 

banyak yang berpendapat sangat bagus biasanya enggan mengisi saran atau kritik, walaupun 

sebenarnya saran, masukan dan kritik selalu dibutuhkan, sehingga diperoleh berbagai asumsi 

yang dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : 

 Karena responden banyak yang berpendapat baik dan sangat baik dalam pelayanan, 

maka responden jarang mengisi saran, masukan maupun kritik di E-SKM. 
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 Dari hasil olah data E-SKM menunjukkan proses layanan dari periode ke -1 

sebelumnya ada peningkatan menjadi lebih baik (nilai SKM periode 1 tahun 2024 : 

88,76 menjadi  96,65 di periode 2 tahun 2024) 

 Evaluasi Prosedur yang sudah ada untuk disempurnakan lebih baik lagi 

 Peningkatan sosialisasi prosedur kepada pengguna layanan dan meminta respon 

balik sebagai masukkan perbaikan kedepannya. 

 Mempersingkat lama waktu pelayanan semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

kepuasan penerima layanan. 

 Standard Operasi Prosedur dan waktu yang dibutuhkan adalah dua hal yang terkait 

sangat erat, sehingga perbaikan prosedur otomatis menyederhanakan proses dan 

mempersingkat waktu pelayanan. 

 Sesuai data yang masuk dari hasil survey, kebanyakan yang mengisi data anjungan 

di Front Office adalah tamu yang berkunjung ke BKPSDM dan sesuia data mayoritas 

layanan Sekretariat yang merupakan penerima layanan Legalisir dan Kunjungan dari 

Luar pemerintah Kota Yogyakarta juga layanan bagi mahasiswa magang,  sehingga 

target fokus peningkatan layanan legalisir, prosedur magang mahasiswa dan 

kecepatan dalam prosedur penerimaan tamu menjadi hal dominan dalam 

perbaikan, sejalan dengan mempertahankan, bahkan meningkatkan layanan-

layanan yang lainnya menjadi layanan yang ultimate. 

 Terkait prosedur penerimaan tamu perlu dikaitkan dengan prosedur penerimaan 

tamu yang ada di bagian umum sehingga menjadi harmonisasi layanan yang saling 

melengkapi. 

 Untuk Layanan legalisir sudah pasti adalah bagaimana dapat mempercepat 

prosesnya semaksimal mungkin tanpa mengabaikan aturan baku yang sudah 

berlaku. Selain SOP , Layanan legalisir dokumen kepegawaian  sudah dilengkapi  

dengan Standar Pelayanan Publik yang disusun dengan melibatkan stake holder 

terkait pada Bulan Oktober 2024. Namun demikian karena masih relative baru 

sehingga kemungkinan pengguna layanan belum mengetahui hal tersebut.
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Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan kurang cepat. 

 Prosedur yang mungkin bagi pengunjung dan mahasiswa kurang dapat tersosialisasi 

dengan baik sehingga mempersulit pemahaman. Bisa jadi karena waktu kunjungan 

dan magang yang tidak lama, untuk itu diperlukan cara efektif mensosialisasikan 

prosedur yang ada dalam waktu yang singkat. 

 
4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa dapat digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan di BKPSDM, maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik khususnya ASN Pemerintah Kota 

Yogyakarta, oleh karena itu hasil analisa ini digunakan untuk tindak lanjut perbaikan. Rencana 

tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah 

hasilnya. 

Rencana Tindak Lanjut : 

 

- Mengevaluasi  SOP dan Standar Pelayanan Publik   khususnya pelayanan legalisir 

dokumen kepegawaian 

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sosialisasi  SOP dan Standar Pelayanan Publik . 

- Mempercepat Waktu Pelayanan sejalan dengan perbaikan SOP. 

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka 

waktu 6 bulan ( 1 semester),  dengan sukses hasil di Semester 1 (satu) kami optimis dapat 

menghasilkan perbaikan yang lebih baik di awal semester  tahun 2025. 
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Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut: 

 

 
Prioritas 

Waktu  
Penanggung 

Jawab 
No. 

Unsur 
Program / Kegiatan TW 

I 

TW 

II 

TW 

III 

TW IV 

1 
 
 
 
 
 
2. 

Waktu 

Penyelesaian 

Layanan 

 
 

 

Mengevaluasi Prosedur 

yang ada dan melakukan 

perbaikan dengan 

melibatkan semua pihak. 

Meningkatkan sosialisasi 

SOP dan Standar 

PelayananPublik 

√ 
 
 
 
 
 
V 

√   Sekretariat 

     Menunggu hasil 

Semester 1 

 

 
4.3 Tren Nilai SKM 

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan 

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. 

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui grafik berikut : 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan hasil SKM di periode-

1 tahun 2024 namun masih tetap di ambang Sangat Baik dengan Predikat A, dan  dengan 

rencana tindak lanjut yang tereksekusi dengan baik di Semester -2 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan 

predikat A sangat baik dengan nilai yang cukup signifikan. 
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4.4 Hasil Survey SKM yan dikelompokkan dalam bidang pelayanan 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta selalu berusaha memberikan pelayanan kepegawaian 

yang terbaik, sehingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui E-SKM Periode -2  

Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

        

U1-U10 `= Unsur Layanan   No Unsur Pertanyaan Rata-rata  

NRR : Nilai Rata Rata   1 Prosedur pelayanan BKPSDM 3.84  

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat  2 Kecepatan pelayanan di BKPSDM 3.84  

*) : Jumlah NRR Tertimbang  3 Kemampuan pegawai BKPSDM 3.86  

**) : Nilai NRR Tertimbang * 25  4 Kesopanan dan keramahan pegawai BKPSDM 3.88  

     5 Kedisiplinan pegawai BKPSDM 3.85  

NRR : Jumlah Nilai / Jumlah Kuisioner Terisi 6 Kejelasan dan kepastian pegawai BKPSDM 3.87  

NRR 
Tertimbang : NRR * 0.1   7 Keadilan mendapatkan pelayanan di BKPSDM 3.89  

     8 Kondisi kebersihan di BKPSDM 3.90  

     9 Ketersedian sarana dan prasarana  di BKPSDM 3.88  

     10 Kemudahan Aplikasi 3.89  
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    LAMPIRAN 

 
1. Langkah-langkah pengisian Kuesioner. 
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10 Unsur Pertanyaan dalam E-SKM 
 

2. Hasil Olah Data SKM Tahun 2024 
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Sumber : Screenshoot E SKM per Desember 2024 
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3. Dokumentasi pendukung Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM 
 
 

Tabel 2.1 

Tabel Krejcie dan Morgan untuk Penentuan Jumlah Sampel Responden 
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Data Pegawai Per Desember 2024 
 

 

 
 

 

Sumber data dari Web BKPSDM https://bkpsdm.jogjakota.go.id/ 

https://bkpsdm.jogjakota.go.id/

